ata kuliah Hukum Perdata dan Acara Perdata/SPKN4402 mengajak Anda
M untuk memahami tentang konsep dasar hukum perdata, hukum perkawinan dan
hukum waris, hukum perikatan, hukum perjanjian, hukum harta dan kekayaan, serta
hukum benda. Selain itu Anda juga dapat menganalisis masalah-masalah praktis dalam
bidang perdata, yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, perjanjian dan perikatan, dan
berkenaan dengan pelaksanaan pembuktian, dan putusan hukum di pengadilan dengan
menjunjung tinggi penegakan hukum di Indonesia.

Setelah Anda mempelajari mata kuliah ini diharapkan Anda dapat menjelaskan
tentang

Tinjauan Mata Kuliah

1. definisi dan istilah hukum perdata,

2. asas-asas dan teori hukum perdata,

3. ruang lingkup hukum perdata,

4. fase hukum perdata di Indonesia sebelum kemerdekaan,
5. fase hukum perdata di Indonesia sesudah kemerdekaan,
6. subjek hukum,

7. kecakapan hukum,

8. hukum perkawinan yang diatur dalam peraturan perudang-undangan NKRI,
9. hukum waris menurut undang-undang,

10.  sistem hukum waris menurut wasiat,

11.  hukum perikatan,

12.  hukum perjanjian,

13.  hukum harta kekayaan,

14, hukum benda,

15.  definisi, sifat, dan tujuan hukum acara perdata,

16.  asas-asas, dan teori dalam hukum acara perdata,

17.  sumber hukum acara perdata di Indonesia,

18.  teori dan konsep gugatan,

19.  kompetensi atau kewenangan mengadili,

20.  pelaksanaan pemeriksaan di persidangan,

21.  pengertian pembuktian,

22. alat-alat bukti,

23.  putusan hakim,

24.  pelaksanaan putusan hakim,

25.  eksekusi putusan hakim,

26.  teori dan konsep upaya hukum dalam peradilan perdata,
27.  upaya hukum dalam praktik peradilan perdata.



Materi mata kuliah ini diajarkan dalam duabelas modul dengan rincian sebagai

berikut.
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6
Modul 7
Modul 8
Modul 9

Modul 10
Modul 11
Modul 12

Hakikat dan Dasar-Dasar Hukum Perdata

Sejarah dan Asal Mula Hukum Perdata

Subjek Hukum dan Kecakapan dalam Hukum

Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga

Prosedur dan Sistem Hukum Waris dan Wasiat

Hukum Perikatan dan Perjanjian

Hukum Harta Kekayaan dan Hukum Benda

Konsep dan Hakikat Hukum Acara Perdata

Gugatan, Kompetensi, atau Kewenangan Mengadili, dan
Pemeriksaan di Persidangan

Pembuktian dan Jenis Alat Bukti dalam Perkara Perdata
Putusan Hakim dan Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi)
Upaya Hukum dalam Peradilan Perdata

Saran agar Anda berhasil mempelajari materi yang tersaji pada mata kuliah ini,

perhatikan beberapa panduan berikut.

1. Pelajari setiap modul secara bertahap dan berulang-ulang sampai pada tingkatan

penguasaan paling sedikit 80%.
2. Kerjakan setiap latihan dengan tertib dan sungguh-sungguh.

W

Diskusikan bagian-bagian yang sulit Anda pahami dengan teman sejawat.

4, Tanyakan penyelesaian dengan pakar atau orang lain yang mengetahui.



Peta Kompetensi

Hukum Perdata dan Acara Perdata/SPKN4402/4 sks

Mahasiswa mampu menganalisis sejarah perkembangan dan pembaharuan hukum perdata
dan acara perdata di Indonesia, serta perbandingan hukum perdata dan acara perdata di

berbagai negara.

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, ruang lingkup, asas, sumber hukum, subjek hukum,
kecakapan dalam hukum, dan kedudukan hukum perdata dan acara perdata dalam sistem

hukum nasional.

Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai kasus hukum perdata dan proses hukum acara

perdata di Indonesia.

10. Menjelaskan Pembuktian dan

Alat Bukti

11. Menjelaskan Putusan
Peradilan dan Upaya Hukum

12. Menjelaskan Eksekusi
dan Mediasi

7. Menjelaskan Hukum
Harta Kekayaan dan
Hukum Benda

8. Menjelaskan Konsep,
Sumber, Asas, dan
Proses Hukum Acara Perdata

9. Menjelaskan Gugatan dan
Kompetensi/Kewenangan
Mengadili serta Pemeriksaan
Gugatan di Persidangan

4. Menjelaskan Hukum
Perkawinan dan
Hukum Keluarga

5. Menjelaskan
Prosedur dan
Sistem Hukum Waris dan Wasiat

6. Menjelaskan Hukum
Perikatan dan Hukum Perjanjian

2. Menjelaskan Ruang Lingkup
Sumber Hukum, dan Kedudukan
Hukum Perdata
dalam Sistem Hukum Nasional

3. Menjelaskan Subjek Hukum dan

Kecakapan dalam Hukum

1. Menganalisis Sejarah
Perkembangan dan
Pembaharuan Hukum Perdata
di Indonesia
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